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Trandliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Trandliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
. Ta T Te
o
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
) Kha Kh kadan ha
C
5 Da D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
)




3 Zai Z zet

o Sin S es

P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ an i komaterbalik (di atas)

. Gan G ge

C

é Qaf Q Ki

s Kaf K ka

J Lam L e

. Mim M em

R Nun N en

5 Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

&< Ya Y ye

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tabe 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang |lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabd Tranditerasi Voka Rangkap

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

T

Fathah dan ya

Ai

adanu

G b

Fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

1
\ \ \ . \
. v e \
: o o N 3\
\ \

_d}_,_

C. Maddah

kataba

fa'ala

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb gala
- 6‘) rama
- JJ gila
- Jyu yaqlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah'mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trangliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- JL&LE&\ wb raudah al-atfal/raudahtul atfal

A, _-80 SR.0 o0

- §ysall 2ya)l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

viii



- il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazala
- W al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrajulu
- V'L"J‘ al-galamu
- M\ asy-syamsu

L al-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditrangliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- JA=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g h 31 9 Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl f&\ - Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
tranditerasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana



nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

C ol O A L Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin/

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

- \wa BRI Lillahil umuru jami*an/Lillahil-amru jami‘an
. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO
"Sesungguhnya ketetapan-Nya, apabila Dia menghendaki sesuatu,
DiaHanyaberkata kepadanya, 'Jadilah!" Maka, jadilah (sesuatu) itu.”
(Qs. Yasin: 82)

“Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah,
segera mulailah syukurmu yang pasti indah. Berbahagiaah”
(FSTVLST)

“ Ketika mendapati diri kitasedang terkenamasal ah, allah tidak memintakita
untuk menanggung.masalah itu sendiri, Allah meminta limpahkan semua
permasal ahan tersebut kepada Allah, dengan cara shalat dan sabar”

”Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku

pastikan lelahnyatidak sia-sia”

(Penulis)
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ABSTRAK

Aibyar Rasyigqi 2026. Rekayasa Harga dalam Penjualan Online di TikTok Shop
Perspektif Kompilass Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Perkembangan perdagangan digital melalui TikTok Shop memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, tetapi juga
menimbulkan persoalan terkait transparansi informasi harga. Salah satu persoalan
tersebut adalah rekayasa harga yang dapat memengaruhi persepsi dan keputusan
konsumen dalam melakukan pembelian. Praktik tersebut dapat ditemukan dalam
berbagai bentuk, seperti fake discount, predatory pricing, artificial scarcity, dan
pemberian voucher dengan syarat tersembunyi. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya
rekayasa harga dalam penjualan online di TikTok Shop serta mengkaji praktik
tersebut berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum' onomi Syariah (KHES).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan
pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KHES dan peraturan terkait,
sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurna ilmiah, serta literatur
yang relevan dengan permasalahan penelitian., serta bahan hukum tersier berupa
kamus kbbi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi,
dengan menggunakan dokumentasi tampilan produk di TikTok Shop sebagai
bahan pendukung untuk mengidentifikasi praktik yang diteliti. Analisis dilakukan
dengan menghubungkan temuan dokumentasi dan konsep rekayasa harga dengan
ketentuan KHES yang relevan menggunakan teknik anaisis preskriptif, yaitu
memberikan argumentasi. dan penilaian hukum: mengenai kesesuaian praktik
rekayasa harga dengan ketentuan KHES.

Hasi| penelitian menyimpulkan bahwa terdapat lima faktor yang berpotensi
mendorong terjadinya rekayasa harga, yaitu tekanan persaingan harga antarpelaku
usaha, motivasi meningkatkan omzet dan keuntungan, ketidakpahaman atau
minimnya kesadaran terhadap etika bisnis, tekanan target penjualan dan sistem
rating penjual, serta eksploitasi kelemahan psikologis konsumen. Ditinjau dari
KHES, penilaian terhadap fake discount, predatory pricing, artificial scarcity, dan
voucher dengan syarat tersembunyi perlu memperhatikan asas amanah dan
transparansi Penentuan status hukum akad juga harus didasarkan pada terpenunhi
atau tidaknya rukun dan syarat akad serta ada atau tidaknya keadaan yang
memengaruhi  kesepakatan para pihak. Dengan demikian, strategi pemasaran
tersebut tidak secara otomatis melanggar KHES atau menyebabkan akad men;jadi
tidak sah; penilaian hukumnya harus didasarkan pada fakta dan bukti yang
relevan.

Kata Kunci: Rekayasa harga, TikTok Shop, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

XVi



ABSTRACT

Aibyar Rasyigqgi. 2026. Price Manipulation in Online Sales on TikTok Shop: A
Perspective Based on the Compilation of Sharia Economic Law. Undergraduate
Thesis, Sharia Economic Law Sudy Program, Faculty of Sharia, UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

The growth of digital commerce via TikTok Shop has facilitated buying and
selling transactions for the public but has also raised issues regarding price
transparency. One such issue is price manipulation, which can influence
consumer perceptions and purchasing decisions. This practice manifests in
various forms, such as fake discounts, predatory pricing, artificial scarcity, and
the issuance of vouchers with hidden conditions. Therefore, this study aims to
analyze the factors underlying price manipulation in online sales on TikTok Shop
and to examine these practices from the perspective of the Compilation of Sharia
Economic Law (KHES).

This study employs a normative-juridical research method, utilizing both
conceptual and statute approaches. The sources of legal material comprise
primary, secondary, and tertiary materials. Primary legal materials include the
Kompilass Hukum Ekonomi Syariah (KHES) and relevant regulations, while
secondary materials encompass books, scholarly journals, and literature pertinent
to the research topic. Data collection was conducted through documentary and
literature studies, utilizing product display documentation from TikTok Shop as
supporting material to identify the practices under investigation. The analysis was
performed by correlating the findings from the documentation and the concept of
price manipulation'with the relevant provisions of the KHES..

Research findings indicate five factors that potentially drive price
manipulation: pressure from price competition among business actors; the
motivation to increase turnover and profits; a lack of understanding or awareness
regarding business ethies; pressure from sales targets and seller rating systems;
and the exploitation of consumers psychological vulnerabilities. From the
per spective of the Compendium of Sharia Economic Law (KHES), the assessment
of practices such as fake discounts, predatory pricing, artificial scarcity, and
vouchers with hidden terms must take into account the principles of
trustworthiness and transparency. Furthermore, determining the legal status of a
contract must be based on whether the essential elements and conditions of the
contract are met and whether there are circumstances affecting the parties
agreement. Consequently, such marketing strategies do not automatically violate
the KHES or render a contract invalid; any legal assessment must be grounded in
relevant facts and evidence.

Keywords. Price manipulation, TikTok Shop, Compilation of Sharia Economic
Law,
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KATA PENGANTAR

Segda puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan
judul “Implikasi Yuridis Penundaan Kewagjiban Sertifikas Halal bagi Usaha
Mikro dan Kecil Perspektif Kepastian Hukum dan Magashid Syariah ". Sholawat
serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek
kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Kemagjuan teknologi yang cepat telah membuka kesempatan bagi
wirausahawan untuk mengatasi masalah dalam sistem penjualan tradisional. Ini
adalah inovas yang mendatangkan kemguan bagi dunia usaha dengan
memanfaatkan media Internet yang telah menjadi alat perbaikan, termasuk
pasar daring. Karakteristik sistem belanja daring yang efektif meningkatkan
kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam proses pembelian. Kini sebagian
besar masyarakat Indonesia telah beralih ke pasar digital dan telah terbiasa
melakukan transaksi.bisnis secara daring. Berkembangnya ponsel cerdas
dengan koneks -internet dan integrasi fungsl media sosial online telah
meningkatkan kesadaran serta minat publik, terutama kalangan menengah,
untuk melakukan transaksi bisnis secara daring.t

Berdasarkan Survei Profil Internet Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh
APJIl, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa atau
80,66% dari total populasi.? Dari jumlah tersebut, sekitar 27,37% atau 62,79
juta pengguna mengakses TikTok Shop, meningkat tgjam dibandingkan tahun
2024 yang hanya mencapal 27,03 juta pengguna atau 12,20% dari total
pengguna internet, sehingga dalam’ kurun waktu satu tahun jumlah
penggunanya bertambah lebih dari dua kali lipat.> Pertumbuhan ini juga
tercermin dari nilai transaks TikTok Shop yang pada tahun 2024 mencatat
Gross Merchandise Value (GMV) sebesar US$6,198 miliar atau sekitar
Rp100,5 triliun, meningkat 39% dibandingkan tahun sebelumnya dan

menempatkan Indonesia sebagal penyumbang GMYV terbesar kedua di dunia

1Devita Risna Safira and Bangun Putra Prasetya, ‘Nomor 3 Tahun 2024 Journal of
Exploratory Dynamic Problems 128’, Journal of Exploratory Dynamic Problems, 1 (2024), pp.
128-36.

2Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJIl), Survei Profil Internet Indonesia
2025 (Jakarta: APJII, 2025), diakses 4 Juni 2026, https://apjii.or.id./

3Shopee dan TikTok Shop Dominasi Pasar E-commerce Indonesia 2025," Selular.ID, 24
Agustus 2025, diakses 4 Juni 2026, https.//selular.id/2025/08/shopee-dan-tiktok-shop-dominasi-
pasar-e-commerce-indonesia-2025/#google _vignette




setelah Amerika Serikat.* Selain itu, jumlah pengguna aplikasi TikTok di
Indonesia terus meningkat hingga mencapai 222,6 juta pengguna pada April
2026, atau tumbuh 20,32% dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah
pengguna TikTok terbesar di dunia.®

Di baik pertumbuhan eksponensia tersebut, muncul sgumlah
permasal ahan serius terkait praktik penetapan harga yang tidak jujur. Rekayasa
harga (price manipulation) dalam berbagai bentuknya telah menjadi fenomena
yang lazim dijumpal di TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
secara terbuka mengungkapkan adanya praktik predatory pricing di TikTok
Shop, di mana produk dijual jauh di bawah harga pasar misalnya produk yang
dibeli grosir seharga Rp7.000 dijual seharga Rp4.000 dengan tujuan menarik
pelanggan sebanyak-banyaknya® Selain itu, praktik fake discount atau
penaikan harga desar sebelum periode flashsale juga marak dilaporkan
konsumen, di mana harga produk dinaikkan secara artifisial beberapa saat
sebelum promo dimulai agar persentase diskon terkesan besar.” Penelitian
hukum menunjukkan bahwa praktik flash sale di platform e-commerce seperti
Shopee dan TikTok Shop telah menimbulkan perdebatan serius terkait dugaan
predatory pricing, meskipun dari unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

beberapa unsurnya belum sepenuhnya terpenuhi.®

4Galuh Putri Riyanto dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Indonesia Penyumbang Terbesar
Kedua Transaks di TikTok Shop 2024, Kompas.com, 8 Januari 2025, diakses 4 Juni
2026, https.//share.google/Tw53nZ3gpV 1B 7ueyb

5Jumlah Pengguna TikTok di Indonesia Tembus 222,6 Juta, Tertinggi di Dunia"
Dataindonesia.id, diakses 4 Juni 2026,https:.//share.google/9DNfP3m4xpAxvv5q9

6 Aulia Damayanti dan Samuel Gading, “Beda Jauh Harga di TikTok Shop Bikin Pedagang
Tanah Abang-Asemka Teriak,” detikFinance, 30 September 2023, https.//finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-6957433/beda-j auh-harga-di-tiktok-shop-bikin-pedagang-tanah-abang-asemka-
teriak/amp.

7 Dewi Mutmainnah, “Hisbah dalam Praktik Diskon Palsu pada Platform E-Commerce,”
Journal of Management and Social Sciences 3, no. 4 (2024): 131-141,
https://doi.org/10.55606/jimas.v3i4.1762

8Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana, Nur Mohamad Kasim, and Suwitno Y utye Imran,
‘Dinamika Hukum Persaingan Usaha Di Era Digital: Analisis Perlindungan Hukum Dalam E-
Commerce Shopee Dan Tiktok Shop Di Indonesia’, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata
Negara, 2.2 (2024), pp. 01-12, doi:10.55606/birokrasi.v2i3.1145.




Fenomena rekayasa harga yang marak terjadi di TikTok Shop secara
langsung berbenturan dengan sejumlah prinsip fundamental ekonomi Islam.®
Figh muamalah menegaskan bahwa keabsahan akad jua beli menuntut
pemenuhan nilai kejujuran (sidqg), keadilan (‘adl), amanah, serta larangan
terhadap gharar maupun tadlis; pelanggaran terhadap nilai-nilai ini tidak hanya
bertentangan dengan regulasi perlindungan konsumen, tetapi juga merusak
etika bisnis Islam. Lebih jauh, praktik cashback bersyarat dan diskon yang
syarat promosinya baru muncul setelah proses checkout mencerminkan
ketidakadilan informasi dan berpotensi dikategorikan sebagai bentuk tadlis
(penipuan halus), yang dilarang dalam transaks karena merugikan salah satu
pihak dan bertentangan dengan prinsip al-taradi (saing ridha dalam
akad).*°lslam secara tegas menggariskan bahwa dalam setiap transaksi, kedua
belah pihak harus berada dalam posisi informasi yang setara dan tidak ada
unsur paksaan maupun pengel abuan.

Kompilas: Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan instrumen
hukum positif yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa dan
analisis kepatuhan syariah pada transaksi ekonomi di Indonesia. KHES, yang
diterbitkan _oleh Mahkamah Agung Republik _Indonesia, memberikan
perlindungan hukum bagi kensumen dalam transaksi jual beli; meskipun tidak
secara eksplisit mengatur kekuatan hukumnya secaraterperinci, Buku Il KHES
menjelaskan bahwa apabila terjadi wanprestas atas janji dalam suatu akad,
pihak yang melanggar janji tersebut dikenai sanks sebagaimana diatur dalam
Pasal 38.'Dengan kata lain, KHES bukan sekadar dokumen akademis,

melainkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam konteks

9 |smail, Muhammadiyah Amin, dan Laode Ismail, “Etika Transaksi Digital dalam
Perspektif Hadis: Relevansi Larangan Gharar dan Tadlis terhadap Praktik Ekonomi Marketplace
Era Industri 5.0,” Igtishaduna: Jurnal llmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 3 (2026):
3206.

10 Zainal Arifin, ‘Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Mangjemen Mewujudkan Keadilan
Transaks E-Commerce Melalui Figih Muamalah Dan Prinsip Moderasi Beragama’, 4.4 (2024),
pp. 121-37
<https://doi.org/10.55606/optimal .v4i4.8931Availableonlineat: https://researchhub.id/index.php/opt
imal>.

1 Sirmaneli Sirmaneli and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA, 1.1 (2022),
pp. 40-49, doi:10.32939/acm.v1i1.2121.



peradilan agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kgjian normatif
dalam literatur hukum ekonomi syariah memperkuat posiss KHES sebagai
kerangka analisis akad digital, termasuk akad salam dan istisna’, yang
mengharuskan pilihan akad digital dibarengi syarat-syarat yang jelas agar
setiap transaksi bersifat sah dan adil menurut hukum Islam.?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Semester | tahun 2024,
jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa dengan persentase
penduduk Muslim sebesar 87,08% atau. setara dengan sekitar 245,94 juta jiwa,
menjadikan Indonesia sebagal negara dengan penduduk Muslim terbanyak di
dunia.®® Data terbaru.Ditjen Dukcapil Semester | tahun 2025 bahkan mencatat
jumlah penduduk: Muslim Indonesia telah meningkat menjadi 249,82 juta
jiwa* Dengan jumlah pengguna TikTok di Indonesia yang mencapai 222,6
juta orang pada April 2026 berdasarkan laporan \We Are Social dan Manochi,
dan mempertimbangkan proporsi penduduk Muslim Indonesia sebesar 87,08%
dari total populasi, maka diperkirakan sekitar 193,8 juta pengguna TikTok di
Indonesia adalah Muslim — sebuah angka yang sangat besar namun belum
terlindungi__secara_memadai oleh panduan hukum_syariah. yang spesifik
mengatur transaks di- platform tersebut. Lebih dari itu, dengan nila GMV
TikTok Shop Indonesia yang mencapai Rp100,5 triliun pada tahun 2024 dan
terus tumbuh 39% setigp tahunnya, maka potensi nilal transaks yang
mengandung unsur rekayasa harga dan berpotenss melanggar ketentuan
Kompilass Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidaklah kecil. Pertumbuhan
akses TikTok Shop yang melonjak lebih dari dua kali lipat hanya dalam satu
tahun, dari 27,03 juta pengguna pada tahun 2024 menjadi 62,79 juta pengguna
pada tahun 2025 berdasarkan data APJII, justru berbanding terbalik dengan

2 Arifin.

13 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia, Data Kependudukan Bersih Semester | Tahun 2024 (Jakarta: Ditjen Dukcapil
Kemendagri, 2024), diakses 4 Juni 2026, https.//disdukcapil.bandaacehkota.go.id/ditjen-dukcapil-
kemendagri-rilis-data-kependudukan-bersih-semester-i-tahun-2024/

“Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester 1/2025,"
Dataindonesia.id, diakses 4 Juni 2026, https.//share.google/8BvwFX18qY DFDHzzi




ketersediaan kajian hukum syariah yang secara spesifik mengkaji praktik
rekayasa harga di platform tersebut. Oleh karena itu, kesenjangan antara
tingginya volume transaksi, dominasi pengguna Muslim, dan minimnya kajian
hukum syariah yang relevan menjadikan penelitian ini penting secara akademis
sekaligus mendesak untuk dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian
hukum dan perlindungan bagi para pelaku transaksi digital.

Penelitian ini dirancang untuk memberikan sumbangan ganda, baik
akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya
pengetahuan tentang hukum ekonomi. syariah dengan menawarkan analisis
normatif spesifik mengenal rekayasa harga di platform socia commerce
berbasis video yang-belum dibahas secara mendalam sebelumnya dengan
KHES sebaga alat analisis utama. Dalam praktiknya, hasil penéitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk mengenali
praktik harga yang tidak sesual syariah, memberikan rekomendas bagi
regulator (Kemendagdan Kominfo) dalam menyusun kebijakan pengawasan
harga di platform digital, serta menjadi panduan bagi pengusaha Muslim di
TikTok Shop dalam menyesuaikan strategi penetapan harga sesual dengan
prinsip_muamalah. Akad digital secara prinsip._sah_menurut figh asalkan
memenuhi syarat ijab-qabul. yang jelas, kesepakatan, dan transparansi objek,
tetapi masih rawan terhadap gharar dan tadlis; dibutuhkan keselmbangan antara
teknologi dan prinsip Islam melalui kebijakan yang berbasiskan keadilan dan
kemaslahatan.®® Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi bukan hanya
pada ranah keilmuan, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem
perdagangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam
di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan maka

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah :

15 Firnanda Findiani and others, “WELFARE : Journal of Islamic Economics and Finance
WELFARE : Journal of Islamic Economics and Finance’, 4.2988 (2025), pp. 15-26.



Bagaimana praktik rekayasa harga dalam penjualan online di TikTok Shop
terjadi?

Bagaimana perspektif Kompilass Hukum Ekonomi Syariah terhadap
rekayasa harga dalam penjualan online di TikTok Shop?

Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik rekayasa
harga dalam penjualan online di TikTok Shop menurut Kompilass Hukum
Ekonomi Syariah?

. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini sesual rumusan masalah yang telah dikemukakan

diatas adal ah:

1

M endeskripsikan dan menganalisis bagarmana praktik rekayasa harga dalam
penjualan online di TikTok Shop terjadi, mencakup bentuk-bentuk rekayasa
harga seperti fake discount, predatory pricing, artificial scarcity, dan
voucher dengan syarat tersembunyi, beserta faktor-faktor yang
mel atarbel akangi terjadinya praktik tersebut

Untuk menganalisis praktik rekayasa harga dalam penjualan online di
TikTok Shop berdasarkan perspektif Kompilass Hukum Ekonomi Syariah,
khususnya ditinjau dari asas-asas akad, ketentuan mengenai ‘aib
kesepakatan, kategori hukum akad, serta ketentuan khiyar yang relevan
dalam transaksi jual beli

Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik
rekayasa harga dalam penjualan online di TikTok Shop menurut KHES,
mencakup hak pembeli atas informasi yang benar, hak khiyar (khiyar ‘aib
dan khiyar ghabn dan taghrib), serta konsekuensi hukum bagi pihak yang
dirugikan.

. Kegunaan Pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribus secara teoritis dan
Praktis sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi



syariah, terutama dalam analisis muamalah modern yang berkaitan dengan
praktik perdagangan digital. Penelitian ini  dimaksudkan untuk
meningkatkan wawasan keilmuan hukum ekonomi syariah dengan
menawarkan kerangka analisis normatif yang lebih terperinci mengenai
rekayasa harga dalam ekosistem perdagangan sosia berbasis video, suatu
fenomena yang masih jarang diteliti secara mendalam dengan menggunakan
Kompilas Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebaga aat analisis utama,
sehingga dapat menjawab kekurangan akademis (research gap) yang ada
dalam literatur hukum ekonomi Islam di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
nyata bagi berbagal pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia, yang dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Bagi Konsumen dan M asyarakat
Pendlitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan
kesadaran hukum syariah konsumen Muslim Indonesia mengenai praktik
rekayasa harga yang tidak sesuai dengan prinsip.muamalah, agar
masyarakat dapat melekukan transaksi dengan lebih kritis, cerdas, dan
terlindungi dari berbagai bentuk manipulasi harga yang sering terjadi di
TikTok Shop.
b. Bagi Pelaku Usaha
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku
usaha Muslim yang berjualan di platform TikTok Shop untuk
mengevaluas dan menyesuaikan strategi penetapan harga mereka agar
selaras dengan prinsip-prinsip muamalah yang dibenarkan secara syariah.
c. Bagi Regulator dan Pembuat K ebijakan
Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi
pihak-pihak pengambil keputusan, terutama Kementerian Perdagangan,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), serta Dewan Syariah Nasional Mgelis Ulama Indonesia



(DSN-MUI), dalam menyusun regulasi yang lebih menyeluruh dan
responsif terhadap isu rekayasa harga di platform social commerce.d.
Bagi Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan gjar dan referens
ilmiah yang berguna bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti di bidang
hukum ekonomi syariah, fikih muamalah kontemporer, dan hukum
perlindungan konsumen Islam, khususnya dalam memahami bagaimana
instrumen hukum positif Islam seperti KHES dapat dioperasionalkan
untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum baru yang muncul dari

perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan dasar pemikiran dalam
menganalisis permasal ahan yang diteliti.
1. Teori Akad dalam Hukum Islam

Teori akad merupakan pondasi utama dalam hukum muamalah Islam
yang mengatur keabsahan suatu perjanjian atau transaksi sekaligus kondisi-
kondisi yang dapat merusaknya. Az-Zuhaili menegaskan bahwa akad baru
dianggap.sah dan mengikat apabila memenuhi_empat rukun utama yaitu
para pihak yang cakap hukum (agidain), objek akad yang jelas dan haa
(ma'qud *alaih), tujuan aked yang dibenarkan syariah (maudhu' al-'agd),
serta pernyataan ijab dan kabul yang sah (sighat al-'aqd).'® Apabila salah
satu rukun tersebut tidak terpenuhi atau mengandung cacat, maka akad
dapat berstatus fasid atau batal. Muslich menjelaskan bahwa cacat akad
dalam hukum Islam terdiri dari beberapa bentuk utama di antaranya tadlis
yaitu penipuan dengan menyembunyikan informasi material, gharar yaitu
ketidakpastian substansial dalam objek atau harga akad, ghabn fahisy yaitu
ketidakseimbangan harga yang mencolok disertai pengelabuan, dan ikrah
yaitu paksaan yang menghilangkan kebebasan kehendak pihak yang

16 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Idami wa Adillatuhu, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), 217.



berakad.'” Haroen menambahkan bahwa tadlis terbagi menjadi tadlis fi al-
sifah yaitu penipuan dalam sifat objek dan tadlis fi al-tsaman yaitu penipuan
dalam harga, di mana keduanya sama-sama menghilangkan unsur kerelaan
(ridha) dari pihak yang tertipu sehingga menjadikan akad tidak sah menurut
hukum Islam.'® Dalam konteks penelitian ini, teori akad digunakan sebagai
pisau analisis untuk menilai praktik rekayasa harga dalam penjualan online
di TikTok Shop berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
Analisis tersebut diarahkan pada asas-asas akad, rukun dan ketentuan yang
berkaitan dengan keabsahan‘akad, ‘aib kesepakatan, serta kategori hukum
akad. Ketentuan tersebut digunakan untuk menilai apakah praktik rekayasa
harga dalam transaks jua beli telah” memenuhi prinsip kesukarelaan,
amanah, transparansi, dan keseimbangan para pihak serta apakah terdapat
keadaan yang dapat memengaruhi kesepakatan dan keabsahan akad.
2. Teori Behavioral Economics (Ekonomi Perilaku)

Behaviaral Economics atau ekonomi perilaku merupakan pendekatan
yang mengkal pengaruh faktor psikologis dan bias kognitif terhadap
pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa
individu_tidak selalu mengambil keputusan_secara rasional, tetapi juga
dipengaruhi oleh persepsi, informasi, dan kondisi yang melatarbelakangi
pengambilan keputusan. Tversky dan Kahneman menjelaskan bahwa
individu sering menggunakan jalan pintas mental (heuristics) ketika
membuat penilaian, termasuk menjadikan informasi awal sebagal acuan
dalam menilai suatu pilihan.*®

Salah satu konsep yang relevan dalam penelitian ini adalah anchoring
effect, yaitu kecenderungan seseorang menggunakan informasi awal sebagai
titik acuan dalam membuat penilaian. Dalam transaks jua beli online,
harga awal yang dicoret dapat menjadi acuan bagi konsumen untuk menilai

harga promosi yang ditawarkan. Chandrashekaran dan Grewa menjelaskan

17 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 92.

18 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 129.

19 Amos Tversky dan Daniel Kahneman, “Judgment under Uncertainty: Heuristics and
Biases,” Science 185, no. 4157 (1974): 1124-31, https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124.
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bahwa harga pembanding yang ditampilkan dalam iklan dapat berfungsi
sebagal jangkar yang memengaruhi pembentukan persepsi  harga
konsumen.?® Oleh karena itu, konsep ini relevan untuk menganaisis praktik
fake discount, khususnya ketika harga pembanding ditampilkan lebih tinggi
daripada hargajual. Apabila harga pembanding tersebut tidak sesuai dengan
riwayat harga yang sebenarnya, penygjiannya berpotens membentuk
persepsi penghematan yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Selain itu, framing effect menjelaskan bahwa cara informasi disgjikan
dapat memengaruhi penilaian seseorang terhadap suatu penawaran. Dalam
perdagangan digital, penonjolan persentase diskon, label flash sale, dan
besarnya potongan harga dapat membuat kensumen lebih berfokus pada
keuntungan yang ditampilkan daripada harga dan informas produk secara
keseluruhan. ' Konsep lain yang relevan adalah scarcity effect, yaitu
pengaruh persepsi mengenal keterbatasan barang atau kesempatan terhadap
urgensi pengambilan keputusan. Informasi mengenal stok terbatas atau
waktu promasi yang hampir berakhir dapat mendorong konsumen untuk
segera melakukan pembelian. Sementara itu, keterbatasan perhatian
konsumen.  dapat digunakan untuk memahami__kemungkinan kurang
diperhatikannya persyaratan voucher yang tidak ditampilkan secara
menonjol.

3. Teori Rekayasa Harga

Rekayasa harga secara konseptual dalam ekonomi Islam dipahami
sebagal segala bentuk manipulas yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku
pasar untuk menciptakan harga yang tidak mencerminkan kondis riil
penawaran dan permintaan. Ekonomi Islam mengidentifikas tiga bentuk
distorsi pasar secara garis besar yaitu rekayasa penawaran dan rekayasa

permintaan, tadlis atau penipuan, dan taghrir yang berasal dari kata gharar.

2 Rajesh Chandrashekaran dan Dhruv Grewal, “Anchoring Effects of Advertised Reference
Price and Sale Price: The Moderating Role of Saving Presentation Format,” Journal of Business
Research 59, nos. 10-11 (2006): 1063-71, https.//doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.06.006.
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Rekayasa harga dalam konteks ini merupakan bagian dari distorsi pasar
yang paling sering dijumpai dalam transaks digital modern.?

Dalam figih Islam, rekayasa penawaran lebih dikena sebagai ihtikar
yaitu menimbun barang untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa
permintaan dikenal sebaga ba' ngjasy yaitu menciptakan permintaan palsu
untuk mendongkrak harga agar konsumen terdorong membeli di harga yang
lebih tinggi.?

4. Ketentuan Kompilas Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Rekayasa Harga

Kompilass Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan rujukan
hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis transaksi
ekonomi syariah, khususnya mengena asas akad, cacat kesepakatan, status
hukum akad, ketentuan syarat dalam jual bdli, serta ketentuan khiyar yang
relevan. Penggunaan KHES dimaksudkan agar penilaian terhadap praktik
rekayasa hargatidak hanya didasarkan pada pertimbangan etika atau dugaan
adanya manipulesi, tetapi juga pada ketentuan hukum yang memiliki
hubungan dengan fakta penelitian.

a. Asas-Asas Akad dalam Pasal 21 KHES

Pasal 21 KHES memuat asas-asas akad yang menjadi landasan
pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak. Dalam penelitian ini,
asas amanah dan transparansi menjadi perhatian utama karena berkaitan
dengan penyampalan informasi yang digunakan dalam transaksi jual beli.
Asas-asas tersebut digunakan untuk menilai apakah informasi mengenai
harga, persediaan barang, dan ketentuan promos disampaikan secara
benar dan terbuka.

Ketentuan ini relevan untuk menganalisis keempat bentuk rekayasa
harga. Dalam praktik fake discount, perhatian diarahkan pada kebenaran
harga pembanding. Dalam predatory pricing, penilaian tidak hanya
didasarkan pada rendahnya harga, tetapi juga pada fakta yang

2l Mahargja, F. "Distorsi Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi
Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital (2022).

2 Karim, Adiwarman Azwar. Ekonomi Mikro Islami. Edis 3. Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2007.
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menunjukkan apakah terdapat persoalan dalam pelaksanaan akad. Dalam
artificial scarcity, perhatian diarahkan pada kebenaran informas
mengenai  keterbatasan stok. Sementara itu, dalam praktik voucher
dengan syarat tersembunyi, asas transparansi digunakan untuk menilai
keterbukaan persyaratan promosi sebelum pembeli  mengambil
keputusan.

b. Status Hukum Akad Berdasarkan Pasal 27-28 KHES

Pasal 27 dan Pasal 28 KHES menjadi dasar untuk menganalisis
status hukum akad. K etentuan tersebut membedakan akad sah, akad fasad
atau dapat dibatalkan, dan akad batal berdasarkan keadaan yang diatur
dalam KHES. Pasal 28 membedakan akad sah karena terpenuhinya rukun
dan syarat, akad fasad karena terpenuhinya rukun dan syarat tetapi
terdapat keadeaan lain yang merusak akad, serta akad batal karena tidak
terpenuhinyarukun dan/atau syarat akad.

Dalam penélitian ini, ketentuan tersebut digunakan untuk menilai
apakah praktik rekayasa harga yang diamati berpengaruh terhadap status
hukum akad jual beli. Keberadaan diskon, harga rendah, informas stok
terbatas, atau voucher yang tidak dapat digunakan tidak secara otomatis
menjadikan akad fasad atau batal. Penilaian harus didasarkan pada
keadaan transaksi, pemenuhan rukun. dan syarat akad, serta bukti
mengenai kemungkinan adanya keadaan yang merusak kesepakatan.

c. Cacat Kesegpakatan Berdasarkan Pasal 29 KHES

Pasal 29 KHES berkaitan dengan keadaan yang dapat menjadi
cacat kesepakatan, termasuk kekhilafan (ghalath), paksaan (ikrah), tipuan
(taghrir), dan penyamaran atau ketidakseimbangan yang berkaitan
dengan ghubn, sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Dalam penelitian
ini, pasal tersebut digunakan untuk menilai kemungkinan adanya
informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berhubungan dengan
terbentuknya kesepakatan para pihak.

Ketentuan ini relevan terutama apabila terdapat bukti bahwa

informasi  mengenai  harga pembanding, ketersediaan stok, atau
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persyaratan voucher senggja disampaikan secara tidak benar sehingga
memengaruhi pemahaman pembeli ketika melakukan transaksi. Namun,
keberadaan dugaan ketidaksesuaian informasi belum cukup untuk
menyimpulkan adanya cacat kesepakatan. Penerapan Pasal 29 tetap harus
memperhatikan unsur yang diatur dan fakta yang dapat dibuktikan.

d. Ingkar Janji dan Konsekuens Hukumnya Berdasarkan Pasal 36 dan Pasal
38 KHES

Pasal 36 dan Pasal 38 KHES digunakan dalam penelitian ini untuk
menelaah kemungkinan.adanya ingkar janji dan konsekuens hukum
yang menyertainya: Ketentuan tersebut relevan apabila setelah
kesepakatan terbentuk terdapat kewajiban yang telah diperjanjikan, tetapi
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks voucher dengan syarat tersembunyi, ketentuan ini
dapat dipertimbangkan apabila ditemukan fakta mengena kewajiban
promos atau pelaksanaan kesepakatan yang tidak dipenuhi. Meskipun
demikian, tidak setiap voucher yang gagal digunakan dapat dikategorikan
sebagal ingkar janji. Penilaian harus memperhatikan syarat voucher, is
kesepakatan, dan kewajiban yang benar-benar timbul di antara para
pihak.

e. Ketentuan Syarat Khusus dalam Jual -Beli Berdasarkan Pasal 73-74
KHES

Pasal 73 dan Pasal 74 KHES menjadi dasar untuk menelaah
keberadaan syarat khusus dalam jual beli. Ketentuan ini relevan dalam
menganalisis voucher yang disertai persyaratan tertentu, seperti
pembatasan produk, batas waktu penggunaan, atau ketentuan lain yang
menentukan apakah manfaat promosi dapat diperoleh pembeli.

Dalam penelitian ini, keberadaan persyaratan voucher tidak dengan
sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Ha yang perlu
diperhatikan adalah is dan keberlakuan syarat tersebut serta apakah
informasi yang berkaitan dengan penggunaan voucher disampaikan

secara memadai sebelum pembeli mengambil keputusan. Apabila syarat
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promos telah disampaikan secara jelas dan pembeli tidak memenuhi
persyaratannya, kegagalan memperoleh potongan harga tidak otomatis
menunjukkan adanya cacat akad. Sebaliknya, apabila terdapat bukti
bahwa informasi material senggja tidak disampaikan sehingga
memengaruhi kesepakatan, keadaan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut
dengan ketentuan KHES yang relevan.

f. Ketentuan Khiyar Ghabn dan Taghrib Berdasarkan Pasal 287-290 KHES

Pasal 287-290 KHES berkaitan dengan ketentuan khiyar ghabn dan
taghrib dalam jua beli. Daam penelitian ini, ketentuan tersebut
digunakan secara terbatas untuk menilai kemungkinan adanya informasi
yang salah ataukeadaan yang berkaitan dengan hak pembeli, sepanjang
fakta transaksl memenuhi unsur yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Ketentuan ini dapat menjadi bahan analisis dalam praktik fake
discount apabila terdapat bukti bahwa informasi mengenai harga
pembanding tidak benar dan relevan dengan kesepakatan pembeli. Dalam
praktik artificial scarcity, ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan
apabila informasi mengenal stok terbukti tidek benar dan berkaitan
dengan_keputusan pembeli. Penerapannya._terhadap voucher dengan
syarat tersembunyi juga harus disesuaikan dengan isl ketentuan dan fakta
yang ditemukan, bukan hanya berdasarkan adanya perbedaan antara
informasi promosi dan pengalaman pembeli.

Pasal-pasal tersebut tidak secara khusus menyebut seluruh istilah
pemasaran digital seperti fake discount, predatory pricing, atau artificial
scarcity. Oleh karena itu, ketentuan khiyar ghabn dan taghrib tidak
digunakan untuk menyatakan bahwa semua strategi pemasaran tersebut
otomatis dilarang, melainkan sebagal dasar analisis apabila unsur dan
keadaan yang diatur dalam KHES dapat dihubungkan dengan fakta
penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan-ketentuan KHES digunakan
sebagai pisau analisis utama untuk menilal praktik rekayasa harga dalam

penjualan online di TikTok Shop. Pasal 21 digunakan untuk menganalisis
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asas akad, Pasal 27-28 untuk menilai status hukum akad, Pasal 29 untuk

menelaah kemungkinan cacat kesepakatan, Pasal 36 dan Pasal 38 untuk

menilai kemungkinan ingkar janji beserta konsekuensinya, Pasal 73-74

untuk menganalisis syarat khusus dalam jual beli, serta Pasal 287-290

untuk menilai aspek khiyar ghabn dan taghrib yang relevan. Penerapan

seluruh ketentuan tersebut tetap bergantung pada kesesuaian unsur pasal
dengan fakta yang ditemukan, sehingga kesimpulan hukum tidak hanya
didasarkan pada dugaan atau tampilan promosi semata.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbaga karya ilmiah yang telah
dipublikasikan, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun artikel penelitian
yang membahas praktik rekayasa harga dalam perdagangan daring serta kgjian
hukum ekonomi syariah, ditemukan segumiah penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan tema yang diteliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Basyaasyah (2024) dalam skripsinya
berjudul Analisis Transaks Jual Rugi (Predatory Pricing) pada Fitur TikTok
Shop di Indonesia di UIN KHAS Jember. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Temuan utama
penelitian Tni menyimpulkan bahwa TikTok Shop telah menerapkan strategi
jua rugi dengan cara flash sale, live streaming, dan potongan subsidi harga
yang tidak normal, sehingga berpotensi merugikan pelaku usaha lain karena
menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mendominasi pasar dengan harga
yang sulit disaingi olen kompetitor.?® Kesamaan antara penelitian Basyaasyah
dan penelitian penulis yang akan dilakukan terletak pada objek yang diteliti,
yaitu platform TikTok Shop, serta pada sudut pandang yang digunakan, yaitu
sama-sama menganggap praktik tersebut sebagai isu dalam hukum Islam. Di
sisi lain, perbedaannya terletak pada alat hukum yang digunakan sebagai dasar
anaisis. Penelitian Basyaasyah memanfaatkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli serta analisis magashid

2 Devka Laila, ‘Analisis Transaksi Jual Rugi ( Predatory Pricing ) Pada Fitur Tiktok Shop
Univesritas Islam Negeri Pada Fitur Tiktok Shop’, 2024.
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syariah secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menggunakan
Kompilas Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagal alat hukum positif 1slam
yang lebih praktis dan terukur. Selain itu, penelitian Basyaasyah hanya fokus
pada satu jenis manipulasi harga, yaitu predatory pricing, sedangkan penelitian
ini mencakup beragam bentuk rekayasa harga secara lebih komprehensif,
termasuk fake discount, predatory pricing, artificia scarcity, dan pemberian
voucher dengan syarat tersembunyi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ahnan, Maghfur, dan Lestari (2024)
yang berjudul Rekayasa Penilaian di Online Shop: Sudi Perbandingan Hukum
Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Indonesia, dipublikasikan dalam El
Hisbah: Journal of dslamic Economic Law, Vol. 4 No. 2. Penditian ini
menggunakan metode normatif komparatif dengan menelaah perspektif hukum
ekonomi syariah dan hukum positif secara berdampingan. Temuan penelitian
ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi deskripsi, ulasan fiktif, dan
rekayasa visual produk digital merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-
prinsip universal yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya larangan
manipulasi takaran yang dianalogikan dengan QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3,
pengkhianatan_amanah dalam QS. An-Nisa ayat 58, serta perusakan esens
kerelaan (antaradhin) dalan QS. An-Nisa ayat 2924 Kesamaan antara
penelitian ini dan penelitian penulis yang akan dilaksanakan terletak pada
pokok bahasan, yaitu 'keduanya membahas bentuk rekayasa dalam transaksi
daring dari sudut pandang hukum ekonomi syariah serta mengidentifikas
adanya elemen tadlis sebaga wujud pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
muamalah Islam. Sedangkan, perbedaannya terletak pada subjek rekayasa yang
diteliti. Penelitian Ahnan dan rekan-rekannya menekankan pada rekayasa
penilaian produk melalui ulasan palsu yang memengaruhi pandangan kualitas
konsumen, sementara penelitian ini mengutamakan rekayasa harga yang secara
langsung dapat menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen. Di samping

itu, studi Ahnan dan rekan-rekan menerapkan pendekatan perbandingan antara

2 Maftuh Ahnan, Maghfur Maghfur, and Dian Lestari, ‘Rekayasa Penilaian Di Online
Shop: Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Indonesia’, El Hisbah
Journal of IsSlamic Economic Law, 4.2 (2024), pp. 129-40, doi:10.28918/el hisbah.v4i2.9229.



17

Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif sertatidak terpusat pada platform
tertentu, sementara penelitian ini hanya memanfaatkan KHES sebagal alat
analisis utama dan secara khusus mengkaji praktik yang berlangsung dalam
ekosistem TikTok Shop.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wati dan Putri (2023) berjudul
Perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang Jual Beli Flash Sale di Shopee,
dipublikasikan dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara, oObservasi, dan dokumentas. Temuan penelitian ini
mempertanyakan mekanisme flash sale Shopee yang menawarkan penawaran
eksklusif untuk waktu dan jumlah produk yang terbatas, karena terjadi
kesenjangan antara persediaan produk yang sangai terbatas dengan jumlah
konsumen yang sangat banyak, sehingga menimbulkan persoalan hukum dari
perspektif ekonomi Islam.® Kesamaan antara penelitian ini dan penditian
penulis yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama
membahas mekanisme flash sale serta manipulasi harga dalam perspektif
hukum ekonomi Islam. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti adanya
ketidakseimbangan_informasi antara penjua dan_konsumen yang dipandang
bermasalah menurut prinsip syariah. Adapun perbedaannya terletak pada
platform yang menjadi objek penelitian. Penelitian Wati dan Putri
menggunakan platform Shopee, sedangkan penelitian ini berfokus pada TikTok
Shop yang memiliki karakteristik ekosistem berbeda melalui integrasi konten
video dan fitur live shopping. Perbedaan lainnya terdapat pada metode
penelitian yang digunakan, di mana penelitian Wati dan Putri menerapkan
metode empiris melalui wawancara dan observas lapangan, sementara
penelitian ini menggunakan metode normatif murni. Selain itu, instrumen
hukum yang digunakan juga berbeda, karena penelitian Wati dan Putri

memakal perspektif hukum ekonomi Islam secara umum yang tidak tertulis,

2 Ai Wati and Meily Indriani Putri, ‘Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli
Flash Sale Di Shopee’, ¢, 2023, pp. 1-15.
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sedangkan penelitian ini menggunakan KHES sebagai hukum positif yang
memiliki kekuatan yuridis mengikat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Nur Fatimah Azzahra (2026) berjudul
Analisis Praktik E-Commerce dan Fintech dalam Perspektif Figh Muamalah,
dipublikasikan dalam Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan menelaah jurnal, fatwa
DSN-MUI, serta analisis akademik tentang transaksi digital. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa e-commerce pada prinsipnya sesuai dengan figh
muamalah apabila memenuhi unsur. transparansi, keelasan objek, dan
mekanisme penyelesaian sengketa, namun risiko gharar tetap muncul ketika
terjadi  ketidaksesuaian barang, manipulasi ulasan, atau penjual fiktif. 28
Persamaan antarapenelitian ini dan penelitian penulis yang akan dilaksanakan
terletak pada fokus yang sama dalam membahas kepatuhan praktik e-
commerce terhadap prinsip syariah dan mengidentifikasi adanya risiko gharar
serta tadlis dalam transaksi digital. Sementara itu, perbedaannya ada pada area
penelitian. Pendlitian Azzahra mencakup lebih banyak ha karena mengkaji
seluruh e-commerce dan fintech secara bersamaan, sehingga analisis terhadap
satu platform atau_isu tertentu menjadi kurang detail. Sebaliknya, studi ini
secara khusus menyoroti TikTok Shop. dan teknik pemanipulasian harga,
sehingga analisisnya menjadi lebih terfokus dan komprehensif. Di samping itu,
ada perbedaan daam aa hukum yang digunakan. Penelitian Azzahra
mengaplikasikan  pendekatan figh ~muamalah klask yang belum
terdokumentasi, sementara penelitian ini memanfaatkan KHES sebagai hukum
positif tertulis yang memiliki landasan yuridis dan pasal-pasal yang dapat
menjadi acuan langsung.

Penelitian kelima dilakukan oleh Lichasanah dan Kurniawati (2026)
berjudul Adaptas Prinsip Khiyar dalam Jual Beli Digital: Kajian Figh
Muamalah terhadap Validitas Akad Online, dipublikasikan dalam WELFARE:

Journal of Islamic Economics and Finance. Penelitian ini menggunakan

% Analisis Praktik and E-commerce D A N Fintech, ‘Analisis Praktik E-Commerce Dan
Fintech Dalam Perspekif Figh Muamalah’, 5.1 (2026), pp. 36-52.
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metode kualitatif dengan pendekatan konseptual terhadap literatur fikih
muamalah dan praktik e-commerce. Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa meskipun fitur retur dan refund mencerminkan wujud modern khiyar al-
syarth, implementasinya cenderung berorientasi pada efisiensi bisnis bukan
nilai syariah, dan akad digital tetap rentan terhadap gharar dan tadlis, sehingga
diperlukan harmonisasi antara teknologi dan prinsip Islam melalui kebijakan
khiyar yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.?’ Kesamaan antara
penelitian ini dan penelitian penulis yang akan dilakukan terletak pada fokus
kajian mengena hak khiyar dalam transaks digital serta pandangan bahwa
akad digita memiliki kerentanan terhadap unsur gharar dan tadlis. Adapun
perbedaan yang paling mendasar terdapat pada sudut pandang khiyar yang
diandisis. Penelitian Lichasanah dan Kurniawati. membahas khiyar dari
perspektif pascatransaksi, khususnya terkait mekanisme retur dan refund,
sedangkan penelitian ini mengkaji khiyar sebagal konsekuens hukum atas
cacat akad yang telah muncul sgjak awal transaksi akibat adanya rekayasa
harga dengan merujuk secara langsung pada Pasal 76 dan 77 KHES. Selain itu,
penelitian Lichasanah dan Kurniawati tidak secara khusus menggunakan
KHES serta tidak terfokus pada platform TikTok Shop, sementara penelitian
ini secara eksklusif menggunakan KHES sebagal instrumen analisis dan
menjadikan TikTok Shop sebagai objek penelitian utama.

Penelitian keenam terdapat dalam Jurnal Optimal: Jurnal Ekonomi dan
Manajemen, Vol. 4 No. 4 (2024) yang mengkaji Cashback dan Diskon Digital
dalam Perspektif Figh Muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode dokumentasi dan observasi. Hasil pendlitian
menemukan bahwa sebagian praktik cashback dan diskon memiliki potensi
gharar dan manipulasi harga yang dapat menyalahi prinsip akad sah dalam figh
muamalah, dan praktik cashback bersyarat di mana syarat promos baru
muncul setelah proses checkout mencerminkan ketidakadilan informasi yang
berpotensi dikategorikan sebagai bentuk tadlis yang bertentangan dengan
prinsip al-taradi, yaitu saling ridha dalam akad. Kesamaan antara penelitian ini

27 Findiani and others.
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dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-
sama membahas praktik manipulasi harga pada platform TikTok Shop serta
menggunakan metode penelitian normatif-yuridis. Sementara itu, perbedaan
mendasarnya terdapat pada perspektif hukum yang digunakan. Penelitian
tersebut sepenuhnya menggunakan perspektif hukum positif konvensional,
yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, tanpa membahas dimensi hukum Islam. Sebaliknya, penelitian
yang akan dilakukan menggunakan KHES sebagai perspektif hukum positif
Islam yang belum pernah diterapkan dalam analisis terhadap isu serupa. Oleh
karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian hukum
dari sudut pandang.hukum ekonomi syariah yang belum dibahas dalam
penelitian sebelumnya
Berdasarkan pemaparan terhadap enam penelitian terdahulu di atas,
peneliti menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya
belum ada yang secara bersamaan menggabungkan tiga kekhususan sekaligus
yaitu platform TikTok Shop sebagal objek kajian, rekayasa harga sebagai fokus
isu, dan Kompilasl Hukum Ekonomi Syariah sebagal instrumen analisis utama.
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif,
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka
atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Menurut Soekanto dan Mamuji penelitian yuridis-normatif adalah
penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, kaidah, dan sistem
hukum, bukan sebagai gejala sosia yang terjadi di masyarakat..?®
Pemilihan metode penelitian yuridis-normatif dalam studi ini
didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, permasalahan yang dikgi
bersifat normatif, yakni berfokus pada bagaimana pandangan KHES
terhadap praktik rekayasa harga di TikTok Shop, sehingga andisis

% 1 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Sngkat, Cet. XVII (Jakarta: Rgjawali Pers, 2015), 13.
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diarahkan pada penilaian hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan
pada opini atau perilaku masyarakat. Kedua, alat analisis yang digunakan
berupa ketentuan dalam KHES sebagal bagian dari hukum positif Islam di
Indonesia, sehingga pembahasan berorientasi pada norma hukum tertulis,
bukan pada data empiris di lapangan. Ketiga, menurut Marzuki (2019),
penelitian yuridis-normatif merupakan pendekatan yang paling relevan
ketika tujuan penelitian adalah menilai apakah suatu tindakan atau praktik
tertentu sesuai atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.?®
Penelitian ini menggunakan.dua pendekatan utama

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Yaitu pendekatan yang dilakukan. dengan menelaah konsep-
konsep, doktrin-doktrin, dan pandangan para ahli yang berkembang
dalam ilmu hukum untuk membangun ‘argumentasi hukum yang
komprehensif dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Marzuki
(2019) menjelaskan bahwa pendekatan konseptual relevan digunakan
ketika penéliti tidak hanya beranjak dari aturan hukum yang ada secara
tekstual, melainkan juga membangun argumentasi dari konsep-konsep
dan_doktrin_hukum yang dikembangkan dalam_literatur ilmu hukum,
sehingga pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum menjadi lebih
mendalam dan substantif.*

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian
terhadap berbagai peraturan dan regulas yang berkaitan dengan
permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penerapan pendekatan ini,
peneliti harus memahami struktur hierarki peraturan perundang-
undangan serta memperhatikan  konsistenss dan  keselarasan

2 Peter Mahmud Marzuki, Pendlitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), 55.

%0 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), 178.



22

antarperaturan, sehingga dapat diidentifikass kemungkinan adanya
konflik norma yang berkaitan dengan isu yang dikaji!
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber Bahan Hukum dalam penelitian yuridis-normatif ini berupa
bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat resmi
dan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan serta sumber
hukum Islam yang bernaung secara otoritatif. Bahan hukum utama dalam
penelitian ini adaah Kompilas Hukum Ekonomi Syariah yang
diperlakukan melaui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008. KHES digunakan sebagai dasar normatif utama
untuk menganalis prakti rekayasa harga dalam penjualan online di Tiktok
Shop
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer. Marzuki menyebutkan bahwa bahan
hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, skrips,
tes's, disertasi, dan  komentar-komentar atas norma hukum yang
relevan.® Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-
buku figh muamalah dan hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah hukum
ekonomi syariah, skripsi dan tesis yang berkaitan, serta laporan dan
dokumentasi tentang praktik perdagangan di TikTok Shop.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Soekanto dan

Mamudji menjelaskan bahwa bahan hukum tersier meliputi kamus,

3l Peter Mahmud Marzuki, Pendlitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), 137.

32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), 195.
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ensiklopedia, dan indeks kumulatif yang berfungs sebagai alat bantu
dalam memahami igtilah-istilah teknis yang digunakan.®* Bahan hukum
tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus istilah figh
muamalah, dan ensiklopedia hukum Islam yang digunakan sebaga alat
bantu pemahaman istilah teknis.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
dokumentasi. lbrahim menjelaskan bahwa studi kepustakaan dalam
penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menghimpun, membaca,
mencatat, dan mengklasifikasi kan bahan-bahan hukum yang relevan dengan
masal ah yang diteliti secara sistematis dan terarah.>*

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui empat tahap secara
berurutan yaitu inventarisasi bahan hukum dari berbagai sumber, klasifikasi
bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya, sistematisasi untuk
menemukan hubungan logis antar norma, dan analisis untuk menjawab
rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dalam penelitian_ini._menggunakan teknik
analisis preskriptif. Marzuki menjelaskan bahwa ilmu hukum bersifat
preskriptif, artinya tidak cukup hanya menggambarkan apa yang terjadi
melainkan harus memberikan penilaian tentang apa yang seharusnya
berlaku menurut hukum.® Sejalan dengan itu, Ibrahim menegaskan bahwa
peneliti hukum normatif bertugas memberikan penilaian mengenai benar
atau salah, boleh atau tidak boleh suatu perbuatan menurut hukum yang
berlaku.®

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Cet. XVII (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 33.

3 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Il (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 392.

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2019), 22.

3% Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. Il (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006), 295.
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Secara operasiona, analisis preskriptif dalam studi ini dilakukan
melalui tiga langkah utama. Tahap awal dilakukan dengan menjelaskan
secara faktual berbagai jenis praktik manipulas harga yang terjadi di
platform TikTok Shop. Tahap kedua menekankan pada memberikan
evaluass hukum terhadap praktik itu dengan menjelaskan alasan-alasan
normatif yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Kompilass Hukum Ekonomi Syariah
(KHES). Selanjutnya, pada langkah Kketiga, dilakukan penetapan
konsekuensi hukum yang muncul dari praktik manipulas harga tersebut,
khususnya yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian serta perlindungan
hak-hak konsumen berdasarkan ketentuan pasal -pasal KHES yang relevan.

H.Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah struktur pembahasan penelitian yang
dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan
digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan
dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain
pada bagian ini adalah untuk melihat hubungan antar bab (dari Bab | sampai
Bab V). Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini_disusun dengan sistematika
sebagal berikut :

Bab | Pendahuluan beris latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang
relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il Rekayasa Harga, Penjuaan Online, dan Kompilass Hukum
Ekonomi Syariah membahas landasan teoritis penelitian yang meliputi konsep
rekayasa harga dalam ekonomi Islam mencakup pengertian, bentuk-bentuk,
dan klasifikasinya, gambaran umum penjualan online dan mekanisme TikTok
Shop sebagai platform social commerce, konsep tadlis dalam KHES mencakup
pengertian, unsur-unsur, dan kategori tadlis fi al-tsaman, konsep ghabn fahisy
daam KHES mencakup pengertian, unsur-unsur, dan implikasi hukumnya,
ketentuan-ketentuan lain dalam KHES yang berkaitan dengan asas akad, status
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akad, dan hak khiyar konsumen, serta kgian teori dan penelitian terdahulu
yang relevan.

Bab 1l Rekayasa Harga daam Penjualan Online di TikTok Shop
memaparkan hasil penelitian berupa fakta dan data secara deskriptif sebagai
jawaban atas rumusan masalah pertama, meliputi gambaran umum TikTok
Shop dan ekosistem penjualan online di platform tersebut, bentuk-bentuk
rekayasa harga yang terjadi di TikTok Shop mencakup praktik fake discount,
predatory pricing, artificial scarcity, dan voucher dengan syarat tersembunyi,
serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik rekayasa harga
tersebut mencakup motivas bisnis reseller, tekanan persaingan harga antar
penjual, mekanisme algoritma platform yang mendorong praktik tersebut, dan
minimnya pengawasan regulasi yang secara spesifik melarang rekayasa harga
di platform digital.

Bab IV Analisis Rekayasa Harga dalam Penjualan Online di TikTok
Shop Perspektif Kompilass Hukum Ekonomi Syariah membahas praktik
rekayasa harga dalam penjualan online di TikTok Shop berdasarkan perspektif
Kompilass Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan dalam bab ini meliputi
analisis_terhadap berbagai bentuk rekayasa harga yang ditemukan dalam
penjualan online di TikTok Shop, yaitu fake discount, predatory pricing,
artificial scarcity, dan voucher dengan syarat tersembunyi, Beserta faktor
faktor yang melatar belakangi bentuk bentuk praktik rekayasa tersebut.
Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis berdasarkan asas-asas akad, ketentuan
mengenai ‘aib kesepakatan, kategori hukum akad, serta ketentuan khiyar yang
relevan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini juga membahas
akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik rekayasa harga terhadap akad dan
hak para pihak dalam transaksi jual beli.

Bab V Penutup beriss simpulan yang menjawab rumusan masalah
penelitian, saran kepada konsumen Muslim, pelaku usaha, dan regulator
terkait, serta keterbatasan penelitian. Dengan sistematika ini  diharapkan

penelitian dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.



BABV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan pada Bab
| sampai Bab 1V, penelitian mengena rekayasa harga dalam penjuaan online

di TikTok Shop perspektif Kompilass Hukum Ekonomi Syariah menghasilkan

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik rekayasa harga dalam penjualan online di TikTok Shop ditemukan
dalam empat bentuk, yaitu fake discount, predatory pricing, artificial
scarcity, dan voucher dengan syarat tersembunyi. Pada fake discount,
penjual menampilkan harga pembanding yang dicoret bersama harga
promosi dan persentase potongan. Contohnya produk Celana Chino
AOXY Premium Chinos pada toko AKJ OXY STORE, dengan harga
pembanding Rpl79.998 yang tetap ditampilkan pada dua waktu
pengamatan, Sementara harga jua berubah dari Rp76.498 menjadi
Rp85.882. Pada predatory pricing, ditemukan perbedaan harga pada
produk berkarakteristik relatif serupa, yatu Rp49.600 pada toko
ilvastoreco.dan Rp54.400 pada ilvashion.. Pada artificia scarcity,
ditemukan informasl keterbatasan stok dan urgensi promosi dalam live
shopping, seperti keterangan "3 tersisa” yang berubah menjadi "1 tersisa’
dan pesan "Promo sebentar lagi® pada produk SAMONO Mini Food
Chopper 300 ml. Pada voucher, diskon 64% ditampilkan menonjol pada
toko Fujiyama.id, tetapi ketika dicoba muncul keterangan "Tidak ada
produk yang tersedia’, disertai pembatasan produk, jumlah pengguna, dan
stok.

Praktik-praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada fake
discount, faktornya adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menarik
perhatian konsumen serta pemanfaatan harga pembanding yang bekerja
melalui anchoring effect dan framing effect. Pada predatory pricing,
faktornya adalah persaingan harga dan keinginan memperoleh konsumen,

yang juga dipengaruhi perbedaan biaya produksi, efisiens usaha, dan

141



142

subsidi promosi. Pada artificial scarcity, faktornya adalah keinginan
mempercepat keputusan pembelian melalui informasi stok dan waktu
promosi, yang bekerja melalui scarcity effect. Pada voucher, faktornya
adalah daya tarik persentase diskon yang besar (framing effect) serta
pembatasan promosi berupajenis produk, nilai minimum, kuota pengguna,
dan stok. Namun, temuan observas tersebut baru menunjukkan pola
penygiian informasi dan belum cukup untuk membuktikan adanya
manipulasi yang disengaja. Teori behaviora economics hanya
menjelaskan kemungkinan pengaruh terhadap persepsi konsumen, dan
penilaian adanya rekayasa harga tetep memerlukan bukti kebenaran
informasi yang ditampilkan

. Status hukum'akad jual beli dalam praktik rekayasa harga harus ditentukan
berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat akad serta ada atau tidaknya
cacat kesepakatan. Berdasarkan Pasal 27-29 KHES, akad tidak otomatis
menjadi fasad atau batal hanya karena terdapat strategi pemasaran tertentu.
Penilaian terhadap keabsahan akad perlu mempertimbangkan bentuk
praktik, kebenaran informas yang diberikan, pengaruhnya terhadap
kesepakatan para pihak, serta bukti yang mendukungnya..

Perlindungan hukum terhadap konsumen dibuktikan dengan adanya hak
pembeli- atas informasl yang benar mengena harga, diskon, stok, dan
voucher sesual asas amanah dan transparans dalam Pasal 21 KHES, serta
hak khiyar yang penerapannya bergantung pada jenis persoalan, yaitu
Khiyar ‘aib (Pasal 279-280) apabila barang memiliki cacat yang tidak
dijelaskan sebelumnya, dan khiyar ghabn dan taghrib (Pasa 287-290)
apabila penjua memberikan keterangan yang salah, dengan pembatalan
menurut Pasal 290 hanya apabila keterangan tersebut diberikan secara
senggja. Perlindungan tersebut juga dibuktikan dengan adanya
konsekuensi hukum bagi penjual yang tidak memenuhi kewgjiban yang
telah disepakati, seperti manfaat voucher yang syaratnya telah dipenuhi
pembeli, yang dapat dinilai sebagai ingkar janji menurut Pasal 36 dan
dikenai sanksi berupa ganti rugi atau pembatalan akad sesuai Pasal 38-39.
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Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam KHES tidak berarti
setigp transaksi yang merugikan dapat dibatalkan, melainkan menjaga
keseimbangan hak para pihak, sehingga pembeli dilindungi apabila
terbukti ada informasi yang salah atau kewajiban yang tidak dipenuhi,
sedangkan penjual tidak dapat dianggap melanggar hanya berdasarkan
dugaan terhadap strategi harga atau promosinya.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan,
penulis memberikan beberapa saran sebagal bahan pertimbangan bagi
pemerintah, pelaku usaha, dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap praktik
perdagangan melaui platform digital, khususnya terkait penyagian harga,
promosi, informasi stok, dan voucher. Pengawasan tersebut diperlukan
untuk mendorong terciptanya transaks yang jujur, transparan, dan
memberikan perlindungan bagi konsumen.
2. Bagi Pelaku Usaha
Pelaku usaha diharapkan menyampaikan_informasi._mengenai harga,
stok, promosi, dan ketentuan voucher secarajujur, jelas, dan transparan. Hal
tersebut penting agar konsumen memperol eh informasi yang benar sebelum
melakukan transaks serta untuk mewujudkan praktik jual beli yang sesuai
dengan prinsip syariah.
3. Bagi Konsumen
Konsumen diharapkan lebih teliti dalan melakukan transaks di
TikTok Shop dengan memeriksa harga, informas produk, ketentuan
voucher, dan promosi sebelum melakukan pembelian. Konsumen juga perlu
mempertimbangkan informasi secara menyeluruh dan tidak hanya
berpatokan pada potongan harga atau keterbatasan stok yang ditampilkan.
4. Bagi Pendliti
Mengembangkan penelitian mengenai rekayasa harga dalam

perdagangan digital dengan menggunakan data yang lebih luas. Penelitian
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dapat dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, atau
pihak platform serta membandingkan praktik pada beberapa platform
perdagangan digital.
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